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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka

dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

1.

Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Sleman Pra dan Pasca adanya
Undang-Undang Cipta kerja adalah terdapat perbedaan regulasi dimana
sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja berpedoman pada Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2011, sedangkan saat diberlakukan Undang-Undang
Cipta Kerja berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 yang
mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Perbedaan yang kedua adalah terdapat perbedaan Nomenklatur dimana
sebelumnya menggunakan Izin Mendirikan Bangunan, setelah adanya
Undang-undang Cipta Kerja menggunakan Nomenklatur Persetujuan
Bangunan Gedung.

Perbedaan yang ketiga adalah, dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021
terdapat penambahan asas baru yaitu kearifan local yang bermaksud untuk
Kearifan local dalam Perda Nomor 14 Tahun 2021 tersebut memiliki tujuan
untuk memelihara dan melindungi nilai budaya yang ada di Kabupaten
Sleman

Perbedaan yang keempat adalah terkait klasifikasi Bangunan Gedung, dimana
pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 menghapus klasifikasi zona

gempa. Selain itu tingkat permanensi juga dirubah dari permanen, semi
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permanen, dan sementara menjadi permanen dan non permanen saja.
Selanjutnya terkait kepemilikan bangunan Gedung dalam Perda Nomor 5
Tahun 2011 kepemilikan meliputi Pemerintah Pusat, Perorangan, dan Badan
Usaha dirubah menjadi kepemilikan milik negara dan selain milik negara.
Perbedaan yang kelima adalah penambahan ruang lingkup SIMBG dimana
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 dalam pengajuan permohonan
Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan system aplikasi SIMBG.
Perbedaan yang keenam terkait persyaratan teknis, Peraturan Bupati Sleman
Nomor Sleman Nomor 49 Tahun 2012 mengatur terkait persyaratan dalam
Perizinan Bangunan Gedung. Pasal 70 ayat (1) mengatur bahwa Pemohon
mengajukan permohonan IMB secara tertulis dengan mengisi formulir yang
disediakan kepada Kepala Dinas melalui Kantor Pelayanan Perizinan. Aturan
terkait PBG dalam Perbup Nomor41.3 Tahun 2021 ditambah dengan adanya
konsultasi_perencanaan sesuai dengan pasal pasal 2 ayat (5). Konsultasi
perencanaan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana
teknis. Terdapat perubahan terkait Dokumen rencana teknis dalam persetujuan
bangunan Gedung yaitu ditambahkan persyaratan dokumen rencana teknis
Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan
Persetujuan Bangunan Gedung setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja
adalah Kendala yang dialami Kabupaten Sleman setelah adanya Undang-
undang Cipta Kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala Internal dan
Eksternal, kendala internal berasal dari aplikasi permohonan PBG yaitu

melewati SIMBG dan Kendala Eksternalnya adalah dari Pemohon itu sendiri.
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3.  Solusi dari Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Bersurat Secara Resmi
dengan Kementerian PUPR, Berkomunikasi secara Intens melalui Whatsapp,
dan Selalu merespon complain dari masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Sleman, dapat diberikan saran sebagai berikut :

L

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi permasalahan kendala
internal, harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah
Kementerian PUPR dengan cara berkomunikasi secara intens setiap
kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan permasalahan aplikasi
SIMBG. Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus berkontribusi
memberikan masukan-masukan untuk kepentingan pemutakhiran web
aplikasi SIMBG sehingga aplikasi tersebut dapat dimaksimalkan tanpa
kendala

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi permasalahan kendala
eksternal, harus sering bersosialisasi terkait penggunaan SIMBG,
persyaratan persyaratan yang harus terpenuhi sehingga Kendal-kendala yang
dialami oleh masyarakat dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung
dapat dihindari. Aturan terkait Persetujuan bangunan Gedung mengalami
perubahan dimana terdapat perbedaan cara pengajuan dan tahapan
pengajuan, sehingga diperlukan pergerakan yang aktif yang harus dilakukan
dengan cara sosialisasi oleh dinas PUPKP sebagai dinas teknis dengan

DPMPTSP sebagai dinas perizinan yang mengeluarkan Persetujuan
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Bangunan Gedung. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan
pemerintahan daerahnya sudah sewajibnya untuk melaksanakan sosialisasi
sebagai wujud dari salah satu Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
tentang Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik
dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan
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